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PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
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Mal Pelayanan Publik — Gedung Pasar Aceh Baru Lt. 3, Jalan Diponegoro
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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH
NOMOR %) TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu
menetapkan  Indikator Kinerja Utama pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh.

—

Mengingat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
di ubah dan terakhir dengan Peraturan Pengganti
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja,;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah;

S. Undang-undang Noomr 5 Tahun 2024 tentang Kota
Banda Aceh di Banda Aceh;

6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;



10,

11.

12.

13.

14.

15:

16.

17

18.

19

20.

21

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional
(RPJMN) Tahun 2025-2029;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/ M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah
daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.-2850
Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



Menetapkan :

KESATU

KETIGA

KEDUA

KETIGA

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan RPJM dan Renstra
Perangkat Daerah;

27. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banda Aceh;

28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;

29. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;

30. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalaian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda
Aceh;

31. Peraturaan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun
2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh
periode Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum  KESATU  merupakan Indikator Sasaran
sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis
DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU merupakan acuan dalam menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja
dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja,
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan
Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana
Strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
8 Desember 2025 M
17 Jum Akhir 1447 H

t. KepalajDinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu Kota Banda Aceh IV

Faisal M, S.STP

Pembina Utama Muda
NIP. 19780101 199810 1 001



Lampiran
Nomor
Tanggal

70

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAT

Tahun 2025

8 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
U PINTU KOTA BANDA ACEH

ST

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Sasaran: Terwujudnya

Layanan Penanaman Modal
dan Perizinan yang Mudah,
Cepat dan Transparan

Masyarakat

s

Laporan Kegiatan

TQ% .
Tujuan: Terwujudnya Iklim | Persentase peningkatan investasi di Jumlah Nilai Realisasi Investasi pada Tahun Berjalan - investasi pada tahun sebelumnya Laporan Kegiatan | Bidang
Investasi yang Kompetitil Rabupaten/ Kota (%) I S Bl x 100% | penanaman Modal | Penanaman
nvestasi pada tahun sebelumnya (LKPM) Modal
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) Jumlah tingkat kepuasan masyarakat kepada pelayanan perizinan Survei Kepuasan Bidang

Perizinan dan
non-perizinan

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota (%) Jumlah Nilai Realisasi Investasi pada Tahun Berjalan - investasi pada tahun sebelumnya o
x100% | penanaman Modal | Penanaman
Investast pada tahun sebelumnya (LKPM) Modal
Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Laporan Kegiatazinl Bidang
Jumlah investasi PMDN pada tahun berjalan + Jumlah investasi PMA pada tahun berjalan ﬁ;:&?man Naaa ;c(:;\ax;aman

Faisal M, S.STP

Pembina Utama Muda
NIP. 19780101 199810 1 001

Terpadu $atu Pintu Kota Banda Aceh 'P/




